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Abstrak
Kemajuan jaman yang diiringi dengan semakin canggihnya teknologi, membuka peluang baru dalam sektor
ekonomi pembangunan secara nasional. Peluang baru, yaitu peluang usaha in diharapkan dapat mendorong
sektor ekonomi makro menjadi semakin maju sehingga mampu meningkatkan taraf kesejahteraan
masyarakat Indonesia, dengan adanya peningkatan peluang usaha di dunia modern inimaka barang dan
jasa sebagai komoditi utama tentu akan semakin berkembang pula. Namun demikian, barang dan jasa
sebagai hal unsur dalam transaksi ekonomi tersebut membuka peluang kepada munculnya kemungkinan
kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai bagian dari kecurangan, kelalaian, ataupun kesengajaan

pihak pelaku usaha. Kondisi ini memunculkan pemahaman pada perlunya perlindungan terhadap
konsumen sebagai pihak yang sering kali dirugikan oleh ulah pelaku usaha yang ‘nakal’ tersebut. Pada

kenyataannya telah terbentuk suatu lembaga yang bertujuan untuk membawa konsumen dalam
mempertahankan haknya sebagai konsumen yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, akan tetapi para
konsumen tetap masih enggan menempuh melalui lembaga peradilan bagi dirinya sehingga lebih
bersifat pasrah terhadap apa yang dialaminya.

Keyword: penegakan hukum, perlindungan konsumen, berkeadilan

e Introduction

Kemajuan jaman yang diiringi dengan semakin canggihnya teknologi, membuka
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peluang baru dalam sektor ekonomi pembangunan secara Nasional. Hal ini dapat

dilihat dengan meningkatnya berbagai peluang usaha yang ada di tengah-tengah
masyarakat. Secara positif, peluang usaha ini diharapkan dapat mendorong sektor
ekonomi makro menjadi semakin maju sehingga mampu meningkatkan taraf
kesejahteraan masyarakat Indonesia seperti halnya yang diharapkan dalam tujuan
negara yang tertuang pada pembukaan UUD 1945, yakni meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Indonesia, dengan adanya peningkatan peluang usaha di dunia modern ini,
maka barang dan jasa sebagai komoditi utama tentu akan semakin berkembang pula.
Namun demikian, barang dan jasa sebagai hal unsur dalam transaksi ekonomi tersebut
membuka peluang kepada munculnya kemungkinan kerugian yang dialami oleh
konsumen sebagai bagian dari kecurangan, kelalaian, ataupun kesengajaan pihak
pelaku usaha. Kondisi ini memunculkan pemahaman pada perlunya perlindungan
terhadap konsumen sebagai pihak yang sering kali dirugikan oleh ulah pelaku usaha
yang ‘nakal’ tersebut.

Masalah perlindungan konsumen nampaknya memang belum menjadi perhatian
khusus baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat luas sebagai konsumen. Sebelum
perlindungan konsumen secara tegas dikenal dan berkembang pengertian konsumen lebih
cenderung identik dengan pengertian masyarakat dalam perkembangan hal-hal yang
menyangkut masalah industri, perdagangan, kesehatan dan keamanan. Hal-hal tersebut
diatas pada akhirnya melahirkan sebuah peraturan tentang Perlindungan Konsumen
(UU No.8 Tahun 1999; L.N. Tahun 1999 No. 42). Guna memenuhi butir-butir falsafah
tersebut, UU No.8 Tahun 1999 menegaskan, bahwa perlindungan konsumen
Indonesia berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta
kepastian hukum (pasal 2 dan penjelasan pasal). Sehingga tergambar bahwa ratio dari

adanya UU Perlindungan Konsumen adalah : (a) Menyeimbangkan daya tawar
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konsumen terhadap pelaku usaha; dan (b) Mendorong pelaku usaha untuk bersikap

jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya. UU Perlindungan
konsumen lahir sebagai jawaban atas pembangunan dan perkembangan perekonomian
dewasa ini. Konsumen sebagai motor penggerak dalam perekonomian kerap kali berada

dalam posisi lemah atau tidak seimbang

bila dibandingkan dengan pelaku usaha dan hanya menjadi alat dalam aktivitas bisnis

untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha.
Berdasarkan Penjelasan umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1999 disebutkan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen
dalam perdagangan adalah tingkat kesadaran konsumen masih amat rendah yang
selanjutnya diketahui terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan
konsumen. Mengacu pada hal tersebut, UU Perlindungan Konsumen diharapkan
menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan
konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Sehingga
diharapkan segala kepentingan konsumen secara integrative dan komprehensif
dapat dilindungi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejateraan
masyarakat Indonesia. Kasus hukum Kerugian yang dialami oleh konsumen
sebagai bagian dari kecurangan, kelalaian, ataupun kesengajaan pihak pelaku
usaha. Kondisi ini memunculkan pemahaman pada perlunya perlindungan terhadap
konsumen sebagai pihak yang sering kali dirugikan oleh ulah pelaku usaha yang
‘nakal’ tersebut. Dalam hal ini akan memunculkan permasalahan tentang aspek
penegakan hukum UU No. 8/1999 dalam melindungi kepentingan konsumen belum

maksimal.

e Result and Discussion
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A. Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Konsumen

Sebelum kita melihat sisi kepastian hukum dalam undang-undang ini maka terlebih
dahulu kita harus mengetahui dan memahami makna konsumen dalam UU
Perlindungan Konsumen. Undang-—undang tentang Perlindungan Konsumen, dalam hal
ini UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 42, TLN. No. 3821, pada Pasal 1 butir 1
menegaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Lebioh
lanutlanjut UU Perlindungan Konsumen menegaskan pengertian ‘perlindungan
konsumen’ itu sendiri sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Artinya, undang-
undang ini memberikan jaminan kepasatian hukum kepada para pengguna akhir dari
sebuah produk berupa barang dan jasa yang beredar dikalangan masyarakat.
Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain

adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat

konsumen yang membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya,
dan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan benanggung jawab.
Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen (pasal 3)
umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:

1. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/ataujasa
kebutuhannya dan menuntut hak-haknya;

2. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat usnur-unsur kepastian
hukum, keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatlkan informasi itu (pasal 3 huruf
d); dan

3. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
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konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (pasal 3 huruf e).

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini terarah kepada adanya
kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen, yang bermula dari
“penih hidup dalam rahim ibu sampai dengan tempat pemakaman dan segala kebutuhan
diantara keduanya”. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan
hukum wuntuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan
pilihannya atas barang dan/atau jasa kenutuhannya serta mempertahankan atau
membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia
kebutuhan konsumen tersebut. Pemberdayaan konsumen itu adalah dengan
meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandiriannya melindungi diri sendiri
sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindari
berbagai ekses negatif pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
kebutuhannya. Disamping itu, juga kemudahan dalam proses menjalankan sengketa
konsumen yang timbul karena kerugian yang timbul karena kerugian hartan
bendanya, keselamatan serta kesehatan tubuhnya, penggunaan dan/atau pemanfaatan
produk konsumen. Perlu diingat bahwa sebelum ada UU Perlindungan Konsumen ini,
“konsumen umumnya lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan dan daya tawar”,
karena itu sangatlah dibutuhkan adanya UU yang melindungi kepentingan-

kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan

B.Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen di negara Indonesia masih merupakan hal yang kurang
mendapat perhatian. Oleh karena itu, dalam mengantisipasi produk-produk
barang atau jasa yang merugikan atau mencelakakan konsumen, sebagian negara

disertai perdagangan bebas telah

mengintroduksi doktrin product liability dalam tata hukumnya, seperti halnya dinegara
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Jepang, Undang-Undang No. 85 Tahun 1994 tentang Product Liability mencantumkan

empat kategori atau kelompok produsen, yaitu pembuat barang, importir, orang yang

menuliskan namanya dalam produk sebagai produsen atau importer, seseorang yang
menempatkan namanya pada produk. Penerapan doktrin strict product liability, diperoleh
kesimpulan bahwa distributor produk dapat dimintakan pertanggung jawaban atas
kerugian yang diderita konsumen walaupun distributor tersebut bukan produsen yang
membuat barang, tetapi hanya karena mengemas kembali produk tersebut dan tidak
memberikan instruksi atau petunjuk penggunaan bagi konsumen untuk
menggunakan produk tersebut dengan aman. Realitas penegakan hukum menunjukkan
bahwa secara sadar atau tidak disadari hukum melegitimasi ketidakadilan sosial
ekonomi, misalkan struktur hukum sangat memungkinkan pengusaha/ atau produsen
menindas konsumen sebagai salah satu pelaku ekonomi. Melalui doktrin tersebut, telah
terjadi deregulasi doktrin perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata ) yang
menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi
orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti
kerugian tersebut. Untuk dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasar
Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan harus memenuhi unsur- unsur sebagai
berikut : a) Adanya perbuatan melawan hukum; b) Adanya unsur kesalahan;
c)Adanya kerugian; d) Adanya hubungan sebab akibat yang menunjukkan bahwa
adanya kerugian disebabkan oleh kesalahan seseorang. Adanya unsur melawan
hukum dimana suatu perbuatan melawan hukum memenuhi unsur-unsur berikut : (1)
Bertentangan dengan hak orang lain; (2) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya
sendiri; (3) Bertentangan dengan kesusilaan;

(4) Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan
masyarakat mengenai orang lain atau benda. Unsur-unsur ini pada dasarnya bersifat
alternatif, artinya untuk memenuhi bahwa suatu perbuatan melawan hukum, tidak harus
dipenuhi semua unsur tersebut. Jika suatu perbuatan sudah memenuhi salah satu unsur
saja, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
Dalam perkara ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat adalah
yang bertentangan dengan hak orang lain dan kewajiban hukumnya sendiri.
Sehingga semakin menyeimbangkan kedudukan dan peran konsumen terhadap
pengusaha, sekalipun salah satu asas negara hukum telah menegaskan bahwa setiap

orang memiliki kedudukan yang sama/seimbang dimata hukum. Dalam hubungannya
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dengan perdagangan bebas, bila kita tidak mampu menangkap atau menjabarkan

pesan-pesan “tersembunyi” dari era perdagangan bebas, maka cepat atau lambat

konsumen Indonesia akan

mengalami/menghadapi persoalan yang makin kompleks dalam mengkonsumsi produk
barang dan jasa yang semakin beraneka ragam. Terminologi product liability masih
tergolong baru dalam doktrin ilmu hukum di Indonesia. Ada yang
menterjemahkannya sebagai “Tanggung gugat produk” dan ada pula yang
menterjemahkannya sebagai “Tanggung jawab produk”. Guna memudahkan
pembahasan, penulis akan lebih banyak menggunakan istilah aslinya tanpa
mengurangi makna atau substansinya. Berikut ini dikutipkan beberapa
pengertian atau rumusannya menurut Black’s Law Dictionary product liability
refers to the legal liability of manufacturers and sellers to compensate buyers, users
and even bystanders, for damages or injuries suffered because of defects in good
purchased. A tort which makes a manufacturer liable if his product has a defective
condition that makes it unreasonably dangerous to the user or consumer. Sedangkan
pengertian Produktenaansprakelikeheid adalah tanggung jawab pemilik pabrik untuk
barang-barang yang dihasilkannya, misal yang berhubungan dengan kesehatan
pembeli, pemakai (konsumen) atau keamanan produk. Ius Constituendum diberikan
pengertian sebagai kaidah hukum yang dicita-citakan berlaku di suatu negara .
Dalam konteks tulisan sederhana ini, doktrin product liability diharapkan dapat
diintroduksi dalam doktrin perbuatan melawan hukum (tort) sebagaimana diatur dalam
pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tanggung jawab produk adalah
istilah yang dialih bahasakan dari product liability, berbeda dengan ajaran
pertanggung jawaban hukum pada umumnya dimana tanggung jawab produk
disebabkan oleh keadaan tertentu produk (cacat atau membahayakan orang lain) adalah
tanggung jawab mutlak produsen yang disebut dengan strict liability, dengan
diterapkannya tanggung jawab mutlak ini, produsen telah dianggap bersalah atas
terjadinya kerugian kepada konsumen akibat produk cacat bersangkutan, kecuali apabila
ia (produsen) dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian itu bukan disebabkan
oleh produsen. Pada umumnya ganti rugi karena adanya cacat barang itu sendiri adalah
tanggung jawab penjual. Hal ini berarti kerugian pada barang yang dibeli, konsumen
dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban produsen untuk menjamin

kualitas suatu produk. Tuntutan ini dapat berupa pengembalian barang sambil
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menuntut kembali harga pembelian, atau penukaran barang yang baik mutunya. Tuntutan

ganti rugi ini dapat ditujukan kepada produsen dan juga kepada penjual sebagai pihak
yang menyediakan jasa untuk menyalurkan barang/produk dari produsen kepada pihak
penjual (penyalur) berkewajiban menjamin kualitas produk yang mereka pasarkan,
yang dimaksud dengan jaminan atas kualitas produk ini adalah suatu jaminan atau
garansi bahwa barang-barang yang dibeli akan sesuai dengan standar kualitas produk

tertentu. Jika standar ini tidak terpenuhi

maka pembeli atau konsumen dapat memperoleh ganti rugi dari pihak produsen/penjual.
Pasal 1504 KUPerdata mewajibkan penjual untuk menjamin cacat yang tersembunyi
yang terdapat pada barang yang dijualnya. Cacat itu mesti cacat yang sungguh-
sungguh Dbersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu tidak dapat
dipergunakan dengan sempurna, sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati
oleh benda sendiri. Atau cacat itu mengakibatkan berkurangnya manfaat benda
tersebut dari tujuan pemakaian yang semestinya. Mengenai masalah apakah penjual
mengetahui atau tidak akan adanya cacat tersebut tidak menjadi persoalan (Pasal 1506
KUHPerdata) baik dia mengetahui atau tidak penjual harus menjamin atas segala cacat

yang tersembunyi pada barang yang dijualnya.

Menurut Prof. Subekti dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata : perkataan
tersembunyi ini harus diartikan bahwa adanya cacat tersebut tidak mudah dilihat oleh
seseorang pembeli yang terlampau teliti, sebab adalah mungkin sekali bahwa orang yang
sangat teliti akan menemukan adanya cacat tersebut. Terhadap cacat yang mudah dilihat
dan sepatutnya pembeli dapat melihat tanpa susah payah, maka terhadap cacat yang
sedemikian penjual tidak bertanggung jawab. Karena terhadap cacat yang demikian
harus menjadi tanggung jawab konsumen (pembeli). Disinilah berlaku prinsip bahwa
pembeli bertanggung jawab sendiri atas cacat yang secara normal patut diketahui dan
mudah dilihat. Dengan demikian suatu cacat yang objektif mudah dilihat secara
normal tanpa memerlukan pemeriksaan yang seksama dari ahli, adalah cacat yang
tersembunyi. Terhadap adanya cacat-cacat yang tersembunyi pada barang yang dibeli,
pembeli (konsumen) dapat mengajukan tuntutan atau aksi pembatalan jual beli,
dengan ketentuan tersebut dimajukan dalam waktu singkat, dengan perincian
sebagaimana yang ditentukan Pasal 1508 KUHPerdata : 1) Kalau cacat tersebut dari semula

diketahui oleh pihak penjual, maka penjual wajib mengembalikan harga penjualan kepada
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pembeli dan ditambah dengan pembayaran ganti rugi yang terdiri dari ongkos, kerugian

dan bunga; 2) Kalau cacat ini benar-benar memang tidak diketahui oleh penjual, maka
penjual hanya berkewajiban mengembalikan harga penjualan serta biaya-biaya (ongkos
yang dikeluarkan pembeli waktu pembelian dan penyerahan barang); 3) Kalau barang
yang dibeli musnah sebagai akibat yang ditimbulkan oleh cacat yang tersembunyi, maka
penjual tetap wajib mengembalikan harga penjualan kepada pembeli. Terkecuali
apabila penjual telah meminta diperjanjikan tidak menanggung sesuatu apapun dalam hal
adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya (Pasal 1506), maka hal itu berarti
bahwa adanya cacat tersembunyi pada barang yang dibeli menjadi resiko pembeli

sendiri. Misalnya pada penjualan

barang-barang yang menurut sifatnya mudah rusak, seperti penjualan barang pecah belah
(gelas, piring dan sebagainya), apabila penjualan tersebut dalam jumlah yang besar, maka
apabila penjual telah meminta diperjanjikan tidak menanggung suatu apapun
dalam hal adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, dan pihak pembeli
telah menyanggupinya, maka hal ini berarti bahwa adanya cacat tersembunyi pada barang
yang dibeli menjadi resiko pembeli sendiri. Klausula itu memang diperbolehkan oleh
ketentuan dalam Pasal 1493 KUHPerdata yang menyatakan : Kedua belah pihak
diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau
mengurangi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini; bahwa
mereka diperbolehkan mengadakan persetujuan/perjanjian bahwa si penjual tidak akan
diwajibkan menanggung sesuai apapun. Dalam hal adanya jaminan kecocokan atau
kelayakan, maka biasanya dituntut agar barang itu : a. Sama dengan barang yang pada
umumnya disebut sebagai barang itu (sama dengan barang-barang sejenisnya); b.
Mempunyai kualitas biasa kecuali dinyatakan tidak; c. Layak dipakai untuk keperluan
biasa; dan d. Harus dibungkus dan diberi lebel yang memadai. Barang itu harus sesuai
dengan keterangan yang terdapat pada pembungkus atau lebelnya. Pertanggung jawaban
yang ditentukan dalam Pasal 1367 ayat (1) ini mewajibkan produsen sebagai pihak
yang menghasilkan produk untuk menanggung segala kerugian yang mungkin akan
disebabkan oleh keadaan barang yang dihasilkan. Produsen menurut hukum
bertanggung jawab dan berkewajiban mengadakan pengawasan terhadap produk
yang dihasilkannya. Pengawasan ini harus selalu dilakukan secara teliti dan menurut
keahlian. Kalau tidak selaku pihak yang menghasilkan produk dapat dianggap lalai,
dan kelalaian ini kalau kemudian menyebabkan sakit, cidera atau mati/meninggalnya
konsumen pemakai produk yang dihasilkannya, maka produsen harus
mempertanggung jawabkannya. Sekiranya inilah yang dimaksud oleh Pasal 1367
ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan, bahwa seseorang dapat dipertanggung
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jawabkan atas suatu kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah
pengawasannya. Oleh karena itu, konsumen selaku Penggugat harus dapat
membuktikan bahwa produsen telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan
itu atas dasar kesalahan produsen sebagai pihak yang menghasilkan produk tersebut.
Dalam hal ini ditekankan adalah kesalahan produsen. Bahwa Pasal 1365 BW tidak
membedakan hal kesengajaan dari hal kurang berhati-hati melainkan hanya
mengatakan, bahwa harus ada kesalahan dipihak pembuat perbuatan melanggar
hukum agar sipembuat itu dapat diwajibkan menanggung/membayar ganti kerugian.
Menurut Prof. Wirjono dalam hukum Perdata BW tidak perlu dihiraukan apa ada
kesengajaan atau kurang berhati-hati. Dalam hukum pembuktian

dikenal suatu prinsip yang disebut prinsip bewijsleer atau ajaran pembuktian yang
menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan itu kewajiban untuk membuktikan
dalil dan peristiwa dimaksud. Terutama dalam kasus tentang barang yang diproduksi
secara massal, maka konsumen selaku penggugat membuktikan bahwa produk yang
dimaksud dibeli produsen tersebut, siapa yang bertanggung gugat atas tindakan yang
lalai tersebut, serta tindakan itu merupakan tindakan yang melanggar hukum dan ada
unsur kesalahan serta adanya hubungan sebab akibat yang menimbulkan kerugian
dimaksud.Jadi terhadap kasus tanggung gugat produsen atas produk yang
menyebabkan sakit, cidera atau mati/meninggalnya konsumen pemakai produk
tersebut memerlukan adanya pembuktian yang dimaksud. Pekerjaan pembuktian ini
bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, apalagi bagi seorang konsumen yang awam
hukum. Membuktikan bahwa meninggalnya atau menjadi sakitnya seseorang karena
suatu makanan misalnya, memerlukan pemeriksaan laboratorium. Ini tentunya
memakan biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit, oleh karena itu pembuktian ini
sama sekali tidak mudah atau sederhana. Ketentuan tentang pembuktian terbalik ini
juga diatur dalam KUHPerdata seperti yang terdapat pada Pasal 1244 BW. Dengan
menerapkan dasar pemikiran “praduga adanya kesalahan” (persumption of fault) maka
beban pembuktian adanya kesalahan menjadi terbalik. Tergugat/produsen diwajibkan
untuk membuktikan tidak adanya kesalahan padanya.

C. Teori Hukum

Teori Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto
Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan penegakan hukum , yaitu :
1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan
antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi
keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan
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kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara
normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup
law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum
merupakan proses penyerasian antara kaedah dan pola prilaku nyata yang
bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan
peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang
baik, ada masalah.

Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah
mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat
keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang
diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis
konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di
dalam tujuannya,diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan
computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan
wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap
belum mampu dan belum siap.
4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai
kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok
sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul
adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang,
atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap
hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang
bersangkutan.

5. Faktor Budaya

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat
besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat
mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya
kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan
adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan
mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang
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= Conclusion
Penegakan hukum perlindungan konsumen yang ditunjang dengan

dibuatnya suatu undang-undang tentang perlindungan konsumen yang
merupakan pengejawantahan dari perintah UUD 1945 yaitu melindungi
segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum didalam setiap
kepentingan masyarakat, ketidakpastian akan perlindungan hukum terhadap
konsumen merupakan hambatan pada upaya perlindungan konsumen. Pada
kenyataannya telah terbentuk suatu lembaga yang bertujuan untuk

membawa konsumen dalam mempertahankan haknya sebagai konsumen yaitu
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, akan tetapi para konsumen tetap
masih enggan menempuh melalui lembaga peradilan bagi dirinya sehingga lebih
bersifat pasrah terhadap apa yang dialaminya. Selanjutnya pasal 1367
KUHPerdata sangat tepat sebab tanggung jawab mutlak terhadap produsen
untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen akibat dari kerugian yang
dialami konsumen yang disebabkan oleh barang yang cacat dan berbahaya.
Perlindungan konsumen itu adalah “upaya terorganisir dari masyarakat yang
peduli, pemerintah dan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab dalam
mendorong hak-hak. dan daya konsumen dalam kaitannya dengan penjual”. Oleh
karena itu rasanya gerakan perlindungan konsumen (consumerism) tidaklah
mungkin mendorong orang menilai manusia dari jumlah harta kekayaan yang
dikumpulkannya dan tidak dari amal- ibadahnya. Konsumerisme itu justru untuk
meningkatkan peduli masyarakat pada nasib orang-orang yang dalam waktu
panjang telah dan masih “tertindas”. Saran bahwa di Indonesia harus ada
suatu kepastian hukum, sehingga hukum bisa berlaku secara konsisten,
merdeka tidak dipengaruhi yang namanya politik dan kekuasaan. Selain itu
supaya penegakan hukum perlindungan konsumen bisa dijalankan harus
adanya pemberdayaan konsumen, konsumen harus dibentuk menjadi
konsumen yang cerdas sehingga tidak mudah ditindas oleh pelaku usaha
yang punya kekuasaaan dibidang ekonomi.
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